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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan 

seksual Narapidana yang terikat perkawinan, yaitu meliputi : 

a. Penggunaan hak cuti menjelang bebas (CMB)  

Hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana bagi Lembaga 

Pemasyarakatan Purwokerto dianggap mampu untuk mengakomodir 

dan menyalurkan kebutuhan seksual dari Narapidana, karena dengan 

hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana dapat kembali ke rumah 

untuk bertemu dengan keluarga, dalam hal ini dengan istrinya untuk 

melakukan hubungan seksual dalam rangka memenuhi kebutuhan 

seksual. Selain itu, cuti menjelang bebas yang diberikan kepada 

Narapidana juga mampu mempercepat proses resosialisasi Narapidana 

dengan kehidupan bermasyarakat. 

b. Program pembinaan kepribadian, jasmani dan latihan kerja 

Program kepribadian, jasmani dan latihan kerja yang diterapkan 

oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto diharapkan mampu untuk 

memberi kesibukan bagi Narapidana sehingga mampu menekan hasrat 
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seksual mereka, disamping untuk menekan hasrat seksual Narapidana,

program ini juga bertujuan untuk membina dan membekali Narapidana 

dengan keahlian kerja sehingga mereka siap untuk kembali ditengah 

masyarakat. 

2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi 

kebutuhan seksual Narapidana yang terikat perkawinan yaitu : Tidak 

adanya instruksi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur 

secara rinci mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana, 

sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan 

pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir penulisan 

hukum/skripsi ini penulis memberikan saran : Perlu dibuatnya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur secara teknis seperti mengenai 

pelaksanaan hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana dalam 

bentuk conjugal visit , terutama Narapidana yang memiliki ikatan 

perkawinan. 
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